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DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KOTA YOGYAKARTA

Momox L QRRAMMYWYYYN2 20120,

TENTANG
PEMBERIAN I1ZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA

YOQGYAKARTA
Membaca :  Surat permohonan izin operasional satuan pendidikan dari TK TAMAN INDRIA
JETIS YOGYAKARTA naomar pendaftaran 107/DIK-LPNF/04/2022 tanggal 11
April 2022
Menimbang : a. bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dokumen administrasi, maka terhadap

permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan dapat diberikan izin yang
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana dimaksud butir a, maka
perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta;

Mengingat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4, Peratoran Pemetintah Normor 71 Takon 1991 terang LatihenKerja;

5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2013
tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional di
Daerah;

6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Standar
Operasional Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pelatihan Kerja Dalam Pelayanan
Terpadu Sato Pinm di Badan Kovrdinas) Penanarman Modal;

7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem
Penyelenggaraan Pendidikan;

8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020
tentang Pevubaban Atas Peraturan Deaevah Momeor 5 Tabww 2016 tgmang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;

9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2021 Tentang
Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan
Pada Pemerintah Kota Yogyakarta;

10. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2021 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata kerja Dinas Penanaman Madal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
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Memperhatikan *  Surat Rekomendasi Dari Dinac  Pendidikan Pemuda dan Olahraca Kora
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KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Nomor : Q802 /[ __ _ H. /1986

tentang

Pembabaruan Persetujuan Pendirian Sekolah
SWASTA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan tanggal, 23 Februari 1983 Nomor : 018/C/Kep/l.83 telah ditetap-
kan syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.

b, bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu meninjau kembali dan memperbaha-
rui persetujuan pendirian Sekolah Swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan
peraturan yang berlaku.

Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

1. tanggal, 11 Juni 1979 Nomor : 405/C/1979;
2. tanggal, 22 Nopember 1982 Nomor : 0374/U/1982;
3, tanggal, 14 Maret 1983 Nomor : 0173/0/1983;
4, tanggal, 20 Mei 1983 Nomor : 0255/0/1983;
5. tanggal, 14 Juni 1984 Nomor 0262/0/1984;

b. Keputusan Dircktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 23 Februari 1983
Nomor : 018/C/Kep./1.83.

¢. Keputusan Kepala Kaator Wiilayah Depastemea Peadidikan dan Kebudayaan Propinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal, 22 Desember 1983 Nomor : 074/F/1983.

Memperhatikan ¢

1. Persetujuan/ijin pendirian Seckolah Swasta dari Yayasan ... ... .=
....... = I Nomor : -
tanggal -

2. ljin pendirian dari : .. K Kanuwdl Depdil

Nomor ; 487/T.15f4/1.85 e (ADGEAL, -3 Olcbobor 4985 .
3. Pertimbangan MMQMM-QW---M..WM.

MEMUTUSKA N

Menetapkan

Pertama ¢ 1. Mencabut ijin pendiri dari gy Kenwil Depdildbud Prepinsi 9""‘} Y
Nomor : 487/1.43.1/1.85 ... . langgal, =3 Oktcber 4565 -
2, Memperbaharui persetujuan pendirian Sckolah Swasta

1. Nama ¢ TK. TAMEN. INDRLA. .

2.Alamat ; CWLH#E‘Z«XM
3. Jumlah murid kelas I, II dan I = . . 39 oOrang. ( Kelas P )

Atas permohonan usul pendirian oleh Yayasan, Persuruen Tamen Siswa e

RS —————— g T TR .
Nomeor : .-.O}Q/‘TNTTJ'PG k=00 e A

Rodus . Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentnan sebaam berikut

1. Sekolah Swasta yang bersangkuian barus memenuhi dan melaksanakan segala | ketentuan
yang berlaku sesuai dengan jenis jenjang Sekolah.

2. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan persyaratan teknis
edukatif dan administratif sesuai dengan keteatuan yang berlaku.
Ketigz : Surat persetujuan pendirian ini hanya berlaku bagi Sekolah Swasta yang iclah mempunyai ijin
pendirian lama.
Keammnnt +  Apabila dikemudian hari ternvata terdapat kekelirnan dalam Keputuesn ini. akan diadakan




Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 26 Auabus 1950
An. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah

Departemen Pendigfkan dan Kebudayaan
Propinsi Daerah /Iftimewa Yogyakarta.

Drs. GBPH. POEGE R
NIP : 130 204 562

Tembusan kepada Yth. S

1. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Direktur Sekolah Swasta.
4. Kepala Bidang Persekolahan Kanwil Depdikbud Prop. DIY.
5. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Prop. DIY.
6. Kepala Kandep Dikbud Kodya [ Kabupaten se DIY.

V1. Kepala Sckolah Swasta yang bersangkutan.
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